
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1065 Tahun 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAN DIREKTOMT PADA
BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR

MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Menimbang

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA.L.

bahura untuk melaksanakan ketentuan pasal 1B peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Radan pengatur
Penyediaan dan Pendistr ibusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa, perlu
mengatur organisasi dan Tata Kerja sekreiariat dan Direktorat
pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistr ibusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi
Melalui tya

1, undang-undang Nomor 22 rahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152).,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2oo2 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakai Minyak

Mengingat

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui  p iipa (LN
Tahun 2A02 Nomor 141, TLN Nomor 4253);

3. Kepuiusan Presiden Nomor 2ZBIM Tahun
Agustus 2001:

2001 tanggal I

4. Kepuiusan Presiden Nomor 86 Tahun
Desember 2002 tentang pembentukan
Penyediaan dan Pendistr ibusian Bahan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

5. Keputusan Presiden Nomor 53/M tahun
2003.

2002 tanggal 30
Badan Pengatur

Bakar Minyak dan
Mela lu i  P ipa;

2003 tanggal 8 Apri l

Persetujuan Mente.ri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :279/M.PAN/8/2003 tarrggal  25 Agustus 2003;

Memperhat ikan  :



Menetapkan

BAB I

SEKRETARIAT BADAN PENGATUR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

(1) sekretariat-Badan- Pengatur adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaantugas dan fungsi Badan Pengatur yang keduaukannyl b;r;J; di bawah KepataBadan Pengatur.

(2) sekretariat Badan pengatur dipimpin oleh seorang sekretaris.

(3) sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Badan pengatur.

Pasal 2

Sekretariat Badan Pengatur mempunyai tugas metaksanakan pembinaan dankoordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan-teknis?an administrat i f  kepada semua unsurd i  l ingkungan Badan pengatur .  " . . - - ' - . - " ' -F

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sekretariat BadanPengatur menyelenggarakan fungsi:

a' pembinaan, koordinasi perencanaan dan program, pendayagunaan sumber daya,kerjasama, hubungan antar lembaga dan rnas/arakat serta iisjem informasi;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan program;

c, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;

d. pengelolaan urusan anggaran, perbendah araan dan administrasi keuangan;

e' penyusunan bahan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan danbantuan hukum, penanganan pengaduan masyarlkat,  hubungan antar lembaga danmasyarakat, serta sistem jaringan dokumentasl hukum;

f.  pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;

g' evaluasi dan laporan perencanaan dan program, urusan kepegawaian, organisasidan tatalaksana, anggaran, kerjasama, peraiuran perundang-rn-drngan, pemberianpert imbangan dan bantuan hukum, penanganan pengaduan-masyarakat, hubungan
antar lembaga dan masyarakat, sistem jar ingan dokumentasi hukum serta sisteminformasi.

MEMUTUSMN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TNTN KERJASEKRETARIAT DAN DIREKTOMT PADA EAONN PENGATURPENYEDIMN DAN PET.IDISTRIBUSlAN ENHAN ENXNN MINYAKDAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN CNS SUIUI MELALUIPIPA.



Bagian Ketiga

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bahanpenyusunan, anal isis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pengelolaan
trrusan anggaran, perbendaharaan dan administrasi keuangan, veri f ikasi,  p6narikan
iuran dari  Badan Usaha dan pendapatan laiinnya, pertanggung jawaban anggaran serta
informasi  dan laporan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan program ;
penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;

c. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran biaya dan cadangan dana
operasional Badan pengatur;

d. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan penerimaan iuran dari  Badan Usaha:

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Badan Pengatur, terdiri dari :

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdir i  dari  :

Subbagian Perencanaan darr  Anggaran;
Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi

Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
Bagian Umum dan Kepegawaian.

penyelenggaraan administrasi keuangan dan anggaran, akuntansi,  veri f ikasi danperhitungan anggaran serta t indak lanjut kerugian negara dan hasi l  pemeriksaan;

evaluasi dan laporan penyusunan perencanaan dan program, rencana kerja dananggaran, pengeloiaan anggaran biaya operasional,  penerimaan iuran dari  
'Badan

Usaha, administrasi.  keuangan dan anggaran, akuntansi,  veri f ikasi,  perhitungan
anggaran, tindak lanjut kerugian negara serta hasil pemeriksaan.

a .
b .
c.

a .

f.

a
b



( 1 )

pasal g

subbagian perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan,analisis dan evaruasi rencana oari pro,grarr peneiapan, pengaturan, peraporan,Rancangan Anggaran eenoapaian din g.;i".i",-"pedoman penyerenggaraan

;1;[jti'ftJr",':i:tan, 
perhitrns"n anssaran, -peraksan;;; 

i;;''i".trnssrns

subbagian perbendaharaan dan Akuntansi. .mempunyai tugas pengumpuranbahan veri f ikasi, ,dokumen, pembukmn,.rt i rar i" [errr,sanaan anggaran danpendapatan, pelaksa.naan penarikan oan peng"ror"ln iuran dari Badan Usahadan pendapatan lainnya, pun"trrrrh;;;; 
- 

p"rrntauan dan informasipengelolaan keuangan serta penyusunan raporan kerungrn.

(2)

a
b

Bagian Keempat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasa! 9

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan penyusunan. peneiapan d'an p"ngrtrL; perundang_undangan, pemberianpertimbangan dan bantuan hukum, penanganan pengaduan masyarakat, sistemjaringan dokumentasi dan informasi seria huoingun rntrr lembaga dan masyarakat,

Pasal  10

Dalam melaksanakan.tugas sebagaimana dimaksurJ dalam pasal g, Bagian l-{ukum danHubungan Masyarakat menyelen{garakan fungsi :

a' penyiapan b]|!l orn.*p"rrmusan peraturan, naskah perjanjian kerjasama dankontrak serta mempersiapkan bahan itan petaksanaan dengar pendapat;
b' koordinasi hubungan antar lembaga masyarakat dan pengaduan masyarakat;
c' pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian masalah;
d' pelaksanaan pengelolaan dokumentasi, kepustakaan, pelayanan sistem jaringandokumentasi dan informasi hukum;

e' evaluasi dan laporan bahan perumusan peraturan, naskah perjanj ian kerjasama dankontrak dan pelaksanaan dengar. pendapat, truuungan antar lembaga masyarakat,pengaduan masyarakat, pemberian 
' 

pertimbangan dan bantuan hukum,penyelesaian masalah, pengelolaan dokurnentasi, 
-kepustakaan- 

serta pelayanansistern jaringan dokumentasi dan informasi nutum;

Pasal  11

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdir idari  ;

Subbagian Perundang-undangan;
subbagian Pert imbangan Hukum dan Hubungan Masyarakat,



Pasal 12

(1) Subbagian Perundang-undangan melaksanakan tugas menyiapkan, evaluasi danpelaporan bahan perumusan ireraturan, naskah perjanjian t<eryasama dan kontrak,
bahan pelaksanaan dengar pertdapat serta pengelolian dokumentasi, kepustakaan,
pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas
menyiapkan, evaluasi dan pelaporan bahan pembeiian pertimbangan, bantJan
hukum, penyelesaian masalah, koordinasi dengan pihak ierkait, penyebarluasan
informasi dan hubungan masyarakat.

a .

b .

c .

Bagian Keenrpat

Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal  13

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,
perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta
organisasi dan tatalaksana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

pengelolaan administrasi dan urusan ketatausahaan, surat menyurat,
penggandaan, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan serta keamanan;

pengelolaan inventaris, penyimpanan dan penghapusan barang kekayaan mil ik
negara;

pengelolaan administrasi, penyiapan bahan rencana, pengadaan, pengangkatan,
pembinaan, pengembangan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta
organisasi dan tatalaksana;

evaluasi dan laporan pengelolaan administrasi,  urusan tata usaha, surat menyurat,
penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan
dan penghapusan barang kekayaan mifik negara serta administrasi, penyiapan
bahan rencana, pengadaan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan,
pemberhentian, pemensiunan pegawai, organisasi dan tatalaksana.

pasal 15

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:

Subbagian Umum;
Subbagian Kepegawaian.

Pasal  16

(1) Subbagian Umum mefaksanakan tugas evaluasi dan laporan, pengelolaan
administrasi, urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan dan penghapusan barang
kekayaan mil ik negara .

a .
b .

,.-O. *
- -



(2) Subbagian Kepegawaian melaksanakan tugas, evaluasi dan pelaporan
administrasi, penyiapan bahan rencana, pengadaan, pengangkatan, pembinaan,
pengembangan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, organisasi dan
tatalaksana,

BAB II

DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

(1) Direktorat Bahan Bakar Minyak adafah unsur penunjang teknis dalam peiaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala
Badan Pengatur.

(2) Direktorat Bahan Bakar tt/inyak dipimpin oleh Direktur.

(3) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur.

Pasal  18

Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan
program, perumusan pengaturan, pert imbangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan
dan melaksanakan pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistribusian
bahan bakar minyak di seluruh wi layah Negara Kesatuan Republ ik Indonesia,

Pasal  19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Bahan
Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan,
rekomendasi,  pedoman, penetapan, penghitungan, pengawasan dan sanksi
mengenai pengalokasian cadangan bahan bakar minyak dari  masing-masing Badan
Usaha, pemaniaatan bersama atas fasi l i tas pengangkutan dan penyimpanan bahan
bakar minyak termasuk fasi l i tas penunjang lainnya dan penarikan iuran Badan
Usaha pemegang lzin Usaha;

b. penyiapan bahan rekomendasi dan kriteria penetapan wilayah niaga termasuk
wilayah niaga yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau daerah terpenci l ;

c. Perryiapan bahan perumusan penetapan kewajiban Badan Usaha untuk melakukan
opeiari  di  daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau daerah
terpenci l ;

d. pelaksanaan pengawasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistr ibusian
bahan bakar minyak berdasarkan lzin Usaha;

e. penyiapan bahan pert imbangan pemberian sanksi terhadap Badan Usaha dalam
p.nyeOiran dan pendistr ibusian bahan bakar minyak berdasarkan lzin Usaha;

tu , : . t . t  - : . , - .



g .

h .

Penilaian dan pengkajian keekonomian, efisiensi dan efektifitas kegiatan Badan
Usaha dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar nrinyak;

Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan bahan bakar minyak di set iap wi layah serta
pengelolaan sistem irr formasi;

Evaluasi dan pelaporan penyiapan bahan perencanaan program, perumusan
pengaturan, pert imbangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan dan pelaksanaan
pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar
minyak.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

Direktorat Bahan Bakar Minyak, terdir i  dari  :

a, Kelompok Kerja Penyediaan dan Distr ibusi Bahan Bakar Minyak Wilayah l .
b. Kelompok Kerja Penyecl iaan dan Distr ibusi Bahan Bakar Minyak Wilayah l l '

Pasal  21

Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah I

melaksanakan tugas mempersiapkan bahan perencanaan program, perumusan
pengaturan, pert ir ibangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan . dan melaksanakan
p"ng"*rran serta sanlisi dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak
pada Wilayah l .

Pasal22

Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak wilayah ll

melaksanakan tugas rnempersiapkan bahan perencanaan program' perumusan

pengaturan, pert ir ibangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan. dan melaksanakan
p"nla*rran serta sanl isi  dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar minyak
pada Wi layah l l ,

BAB II I

DIREKTORAT GAS BUMI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

Bumi adalah unsur penunjang teknis dafam pelaksanaan tugas dan
Pengatur yang kedudukannya bei 'ada di bawah Kepala Badan

Bumi dipimpin oleh Direktur.

( 1 ) Direktorat Gas
fungsi Badan
Pengatur.

Direktorat Gas(2)

(3) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur.



Pasaf 24

Direktorat Gas Bumi mempunyri 
llg?r mempersiapral bahan perencanaan program,perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, feJo;il penetapan danmefaksanakan pengawasan serta slnksi dalam kegiatan pengangkutan gas bumimelaluipipa serta peningkatan pemanfaatan g;s oumi di daram negeri.

Pasaf 25

Dalam melaksarrakan 
-t!q", sebagaimana dimat<sud dalam pasal 24, Direktorat GasBumi menyefenggarakan lungsi :

a' Penyiapan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, rekomendasi,pedoman, penetapan,. penghitrngri 
1aii1,' nrrgr, pengusahaan, pemanfaatanfasi l i tas, pemberian hak khuJus dJn melaksanakan pengawasan, sanksi dan akunpengaturan kegiatan pengangkutan gas bumi melarui pipa dan peningkatanpemanfaatan gas bumi di d;hm negeri ierta sistem informasi.

b' Penyiapan bahan penetapan dan penghitungan panjang ruas pipa transmisidan/atau wilayah distribusi datam rangka-persiapan lefang serta harga gas bumiuntuk rumah tangga dan pelanggan kec-i l .  
'  ' '

c' Penyiapan bahan persyaratan dan pelaksanaan lefang dafam rangka pemberian hakkhusus pada ruas pipa transmisi dan/atau *irrvrn oisiribusi g* bi;i.

d' Penyiapan bahan rekomendasi penyusunan dan pengembangan Rencana Induk
*il'H:lJransmisi 

dan Distriuusi cis Bumi ttasionatierta pirnggrran terhadap

e' Pelaksanaan pengawasan Badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian gasbumi  berdasarkan lz in  Usaha 
r - " ' - - 'q=

f' Penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran persyaratan hak khususoleh Badan Usaha.

g' Penyiapan bahan penyusunan penetapan besaran iuran Badan Usaha pemeganghak khusus.

h . Penilaian dan pengkajian keekonomian, efisiensi dan efektifitas kegiatan BadanUsaha dalam kegiatan..pengangkutan gas bumi melalui pipa serta peningkatanpemanfaatan gas bumi di dalam negeri ,

Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan gas bumi di set iap wi layah distr ibusi gas bumiserta pengelofaan system informasi.

Evaluasi dan pelaporan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan,pertimbangan' rekomendasi, pedoman, penetapan d'an meiaksanakan pengawasanserta sanksi dalam kegiatan.pengangkutan gas'bumi melalui pipa serta peningkatanpemanfaatan gas bumi di dalam negeri .



f,

^

h ,

Penilaian dan pengkajian keekonomian, efisiensi dan efektifitas kegiatan Badan
Usaha dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar minyak;

Peiaksanaan inventarisasi kebutuhan bahan bakar minyak di setiap wilayah serta
pengelolaan sistem informasi;

Evaluasi dan pelaporan penyiapan bahan perencanaan program, perumusan
pengaturan, pert imbangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan 

-dan 
pelaksanaan

pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar
minyak,

a .
b ,

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

Direktorat Bahan Bakar Minyak, terdiri dari :

Kelcmpok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak wilayah L
Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah ll.

Pasal  21

Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah I
melaksanakan tugas mempersiapkan bahan perencanaan program, perumusan
pengaturan, pert imbangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan dan melaksanakan
pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak
pada Wilayah l .

P asal22

Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah ll
melaksanakan tugas mempersiapkan bahan perencanaan program, perumusan
pengaturan, pert imbangan, rekomendasi,  pedoman, penetapan dan melaksanakan
pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistr ibusian bahan bakar minyak
pada Wi layah l l .

BAB I I l

DIREKTORAT GAS BUMI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

Bumi adalah unsur penunjang teknis dalam pelaksanaan tugas dan
Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan

Bumi dipimpin oleh Direktur.

(1) Direktorat Gas
fungsi Badan
Pengatur.

(2) Direktorat Gas

(3) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur.
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a .
b .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

Direktorat Gas Bumi, terdiri dari :

Kelompok Kerja Teknik dan Hak Khusus;
l(elompok Kerja Akun Pengaturan, luran, Tarif dan Harga.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja Teknik dan Hak Khusus

Pasal 27

Kelompok Kerja Teknik dan Hak Khusus sebagaimanq dimaksud dalam Pasal 26
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan progiam, inventarisasi,  perumusan
pengaturan, penetapan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, pengkajian dan
pelaksanaan pengawasan, sanksi serta evaluasi teknis dan pemberian hak khusus
dalam rangka pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Bagian Keempat

Kelompok lGrja Akun Pengaiuran, luran, Tarif dan Harga

Pasal 28

Kelompok Kerja Akun Pengaturan, luran, Tarif dan Harga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan program,
inventarisasi, perumusan pengaturan, penetapan, pertimbangan, rekomendasi,
pedoman, pengkajian dan pelaksanaan pengawasan, sanksi serta evaluasi yang terkait
dengan Akun Pengaturan, perumusan dan penetapan luran, tar i f  t ransmisi dan
distr ibusi gas bumi melalui pipa dan harga gas bumi untuk rumah tangga dan
pelanggan keci l .

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 29

Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat adalah jabatan struktural eselon ll a.
Bagian adalah jabatan struktural eselon l l l  a.
Sub Bagian adalah Jabatan struktural eselon lV a.

( 1 )
(2)
(3)



1.1

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Badan Pengatur, Direktur Bahan Bakar Minyak,
Direktur Gas Bumi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam l ingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam l ingkungan
Badan Pengatur serta dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan
instansi lain di luar Badan Pengatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau Kelompok Kerja dalam lingkungan Badan
Pengatur waj ib mengawasi bawahannya dan atau anggotanya masing-masing dan bi la
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkoordinasi
dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau Kelompok Kerja dalam lingkungan Badan
Pengatur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan atau
anggotanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawaltannya dan atau anggotanya.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau Kelompok Kerja dalam l ingkungan Badan
Pengatur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan dan atau
Kelompok Kerja dalam l ingkungan Badan Pengatur, waj ib diolah dan dipergunakan
pimpinan satuan organisasi sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan atau anggotanya.

Pasal 35

Dalam rnenyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
pula kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan satuan-satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

jd*teb.
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Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Badan Pengatur dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dln atau KelompoliteriJ Oi
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya maiing-
masing wajib mengadakan rapat berkafa,

Pasal 37

Sekretariat Badan Pengatur, Direktorat secara administratif dibina oleh Sekretaris
Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara teknis operasional
dibina oleh Kepala Badan Pengatur berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaporan

Pasal 38

Badan pengatur wajib melaporkan kegiatannya kepada Presiden melalui Menteri setiap
6 (enam) bulan sekal i  dan/atau apabi la diperlukan.

BAB VI

*KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi kedinasan penamaan
(Nomenklatur) Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Mefalui Pipa yang dalanr tata persuraian
sehari-hari  dipergunakan sebutan BpH Migas.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanlut mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut
oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 41

Keputusan Menteri  ini  mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

" 
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal tC Ferterter 2Co3

Energi dan Sumber Daya Mineral

i
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